PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 2 TAMUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SEKOLAH BARU SMP DAN 51K BERSTATUS
NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN "ANDEGLANG

Menimbang

Mengingat

BUPATI PANDEGLANG,

. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan, penataan bidan

pendidikan perbahan nama sekolah diseiualkan dengar

-pembentukan Kecamatan baru serta untuk meningkatkai

kesempatan belajor bagi masyarakat, cechingga tujuas
penyelenggaraan pendidikan dapat mencapal hasil optimal, mak:
dipandang periu dibentuk dan ditetapkan beberapa Sekolah bar
tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan tingkat Sekolat
Menengah Kejuruan (SMK) berstatus negeri di lingkungan Dina:
Pendidikan Kabupaten Pandeglang;

. bahwa guna terlaksananya tujuan sebagaiman: dimaksud pad:

huruf “a” diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

. Undang-Undang Noemer 20 Tahun 2003 tentang “istem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 teriing Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomo: 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana te' 'h diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undan; Nomor 3 Tahun
2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ¢ 'etapkan dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembarin Negara Tahun
MW!OO,WML&MM&PNWM).

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

. Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Nemor 4586);
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Memperhatikan :

. Peraturan Pemerirtah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana lelah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara
Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomior
3763);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1992 (Lembaran Negara
Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3763);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga

Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3974);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 {entang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

10.Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2004
tentang Pembentukan Organisasl Perangkat Daerah Kabupaten
Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 12 Seri D.1);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Pembentukan Kecamatan Carita dan Kecamatan Cibitung
di Wilayah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 2004

Nomor 13 Seri D.2);

12.Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2005
tentang Pembentukan Kecamatan Sukoresmi, Kecamatan
Mekarjaya dan Kecamatan sindangresmi di Wilayah Kabupaten
Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri D.);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2007

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

pandeglang Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007

Nomor 1 Seri A.1);

Surat Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang

pedoman Pendirian Sekolah;

2. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten
pandeglang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
pandeglang Nomor 4 Tahun 2006;

3. Hasil Pemetaan dan Inventarisasl Persckolahan Kabupaten
Pandeglang Tahun 2006 / 2007;

—
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MEMUTUSKAN :

Menctapkan PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SEKOLA!I BARU SMP

DAN SMA DERSTATUS NEGERI DI LINGKUGAN DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG.

BAB |

KETENTUAN UMUM
Pasal |

am Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Dacrah adalah Kabupaten Pandeglang;
Bupati adalah Bupati Pandeglang;

Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglany;

Perdidikan Menengah adalah Pendidikan Umum yang dilaksana'an mulai dari
>ekolah  Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMp yang
menyelenggarakan Program Pendidikan selama 3 (Yga) Tahun dan Sekolah

Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA yang meri/elenggarakan
Program Pendidikan Umum selama 3 (tiga) Tahun,

BAB 11
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SEKOLAH BARU SMP DAN SMA
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk dan ditetapkan 10 (sepuluh) Unit Sekolah
Baru (USB) SMP berstatus Negeri serta 3 (tiga) Unit Sekolah Bau (USB) SMA

berstatus Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten  Pandeglang
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Pembentukan dan penetapan Unit Sekolah Baru (USB) sebagaimina dimaksud
pada Pasal 2 merupakan perubahan dari 3 (tiga) SMP berstatus Noi

Negeri/Kelas
Jauh dan 7 (tujuh) SMP berstatus Negeri serta 3 (tiga) SMA Non Negeri/SMA

Pasal 4

Pembentukan dan penetapan Unit Sekolah Baru sebagaimana d!maksud pada
pasal 2 didasarkan atas hasil pemetaan sekolah, pemerataan akses dan Program

Dinas Pendidikan serta penyesualan dengan telah terbentuknya Kecamatan Carita,
Kecamatan Cibitung, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Mekarjaya dan Kecamatan
Sindangresmi di Wilayah Kabupaten Pandeglang. RS

}

i
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BAB 111
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

F".‘,'\.li 5

Yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Ini, akan diatu kemudian dengan
' ong
Pasal 6
] tmbul akibat litetapkannya Peraturan Bupati ini ¢ bebankan kepad
patan dan f-‘J ania [

aerah Kabupaten "dl'\(lff()\-ul(}

Pasal 6
ni mulai berlaku pada tanggal d:unddngkan,

seliap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundanga Peraturan Bupat
- gengar penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeqlar

Ditetapkan di Parw ‘glang, _
pada tanggal 8 Pebruard 2007~

LANG;
,"/

'SUMAH

< Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 9 Pebruari 2007

e —

SEKRETARIS, DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,
%) 2

£ i _;'/Jj = ‘!

U ENBOANG SADINA

TAHUN 2007 NOMOR 2 SErf Bal
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